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PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Pal

’d ~*

Dahri bin Mejang, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Penjahit Sepatu, bertempat tinggal di Jalan Samudera Ill, RT/RW :
002/005, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu,
sebagai Pemohon I.
Darna binti Tadjang, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Samudera llI,
RT/RW : 002/005, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota
Palu, sebagai Pemohon II.
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
15 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada
tanggal 16 Januari 2020, dengan register perkara Nomor 8/Pdt. P/2020/PA. Pal,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 1981, Pemohon | (Dahri bin Mejang)
dan Pemohon Il (Darna binti Tadjang) telah melangsungkan pernikahan di
rumah kakak ipar Pemohon Il bernama Hi. Rahim, yang beralamat di Jalan
Sungai Gumbasa, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dan

pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;
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peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama

beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesusuan.
Pemohon | yang berstatus Jejaka dan Pemohon Il yang berstatus Perawan ;
4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki Buku
Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon | maupun Pemohon Il tidak
pernah mengurusnya di KUA setempat ;
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon | dan Pemohon Il hidup rukun dan
harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing
bernama :

- Darlina (perempuan), umur 37 tahun.

- Darwin (laki-laki), umur 35 tahun.

- Diana (perempuan), umur 28 tahun.

- Firdayanti (perempuan), umur 21 tahun ;
6. Bahwa karena Pemohon | dan Pemohon Il melangsungkan pernikahan dan
tidak terdaftar pada pejabat yang berwewenang, olehnya Pemohon sangat
membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Klas 1A
Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah ;
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar
Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta
memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No. 8/Pdt. P/2020/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



 Mahkamah Agung Republik Indonesia
.go.id

permohonan lItsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari
sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak
lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan
permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah

mengajukan alat bukti sebagai berikut:
A. Bukti Surat:
1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 72 71022012120001, tanggal 4 Maret

2015, an. Pemohon | yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Palu (P1).

2. Surat Keterangan Suami Istri Nomor 472/16.02/I/KBN, tanggal 15
Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kabonena, Kecamatan
Ulujadi, Kota Palu;, yang diberi kode (P2).
B. Saksi
Jayadi bin Ahmad, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
tukang batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi masih ada
hubungan keluarga dengan para Pemohon.

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il adalah suami istri.
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adalah ayah kandung Pemohon Il bernama Tadjang.
- Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II
adalah berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menjadi Saksi Nikah dalam pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon Il adalah dua orang islam laki-laki dewasa bernama; H.
Rahim dan Laoke;
- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon |l sewaktu menikah berstatus
jejaka dengan perawan.
- Bahwa dalam perkawinan pemohon | dengan pemohon Il telah
dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa pada saat menikah, antara Pemohon | dan Pemohon Il
tidak ada hubungan mahram ataupun sepesusuan, dan tidak pernah
ada pihak yang mempersoalkan pernikahan Pemohon| Pemohon II.
- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il sejak menikah sampai
sekarang tidak pernah bercerai dan tetap menganut agama Islam.
- Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah
mempunyai surat bukti pernikahan, sehingga pemohon mengajukan
permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama.
B. Bukti Sumpah
Bahwa, berhubung Penggugat tidak sanggup mengajukan satu orang
saksi lagi untuk mencukupkan dua saksi, dan sudah tidak ada kemungkinan
mengajukan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka
Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 455/Pdt.G/2018/PA Pal. tanggal 5

September 2018, memerintahkan Penggugat melengkapi alat buktinya dengan
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)ah pelengkap (suppletoir) sebagaimana tertuang dalam

erkara ini.

Bt U] ‘ ohonannya, dan memohon penetapan.
Bfl- mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-

__ikhwe_ai;@;g
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PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah
sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah para Pemohon telah
diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari
sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang
mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim
menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pokok alasan para pemohon mengajukan permohonan
Isbat Nikah adalah bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il adalah suami istri,
menikah sesuai dengan Syariat Islam, pada tanggal 27 Desember 1981, di
Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu; namun tidak terdaftar pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga sampai sekarang
pernikahan para pemohon tidak memiliki alas hukum atau tidak dapat dibuktikan
dengan Akta Nikah, sedangkan pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah
tersebut sebagai alas hukum untuk pengurusan dokumen penting lainnya.
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il yang terjadi pada tanggal 27
Desember 1981 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut
hukum Islam/peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat
diisbatkan dalam rangka pengurusan hak-hak keperdataan dan identitas hukum
para pemohon.
Menimbang, bahwa meskipun Pemohon | dengan Pemohon Il telah

mengakui dan mendalilkan sebagai suami-istri, namun pengakuan tersebut tidak
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pgai alat bukti pengakuan sebagaimana dimaksud Pasal
sempurna, mengikat, dan menentukan, karena pokok

gabsahan suatu hubungan hukum, dalam hal ini hubungan

menegaskan bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan

h yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun demikian

2t

gap suatu pernikahan yang tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan
dengan akta nikah, oleh ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e), dimungkinkan
untuk disahkan, karenanya pembuktian terhadap pernikahan demikian itu dapat
dilakukan dengan alat bukti langsung lainnya, yaitu dengan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, maka
para pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa; Fotokopi Kartu
Keluarga Nomor 72 71022012120001, tanggal 4 Maret 2015, an. Pemohon | yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu (P1) dan Surat
Keterangan Suami Istri Nomor 472/16.02/I/KBN, tanggal 15 Januari 2020, yang
dikeluarkan oleh Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, yang diberi
kode (P2) serta dua orang saksi, masing-masing bernama Jayadi bin Ahmad dan
Firdan bin Topan, sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena alat Bukti Surat (P1) dan (P2) tersebut
adalah merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga
dapat dikwalifikasi sebagai akta autentik, maka segala apa yang diterangkan di
dalamnya dianggap benar adanya, dan alat bukti surat berupa fotokopi tersebut

telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, maka dapat

dinilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat
materil untuk menjadi alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P1) dan (P2) berupa fotokopi Kartu
Keluarga dan Surat Keterangan Suami istri tersebut di dalamnya menerangkan
bahwa para pemohon adalah suami-istri yang berdomisili di Kelurahan Kabonena,

Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, karenanya bukti surat tersebut mendukung dalil
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. gaimang tel aikan dalam duduk perkara;

A
: ;ﬂ%ﬂb? dllwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan
*'W q._rrﬁ baydh sumpah, keterangan saksi secara materil relevan dengan

“d ﬂ" yapg+hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan

giterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat
formal dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan satu orang
saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai
batas minimal pembuktian, dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan,
sebagaimana azas yang menyatakan “Unus testis nullus testis” bahwa satu saksi
bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat belum
sepenuhnya dianggap terbukti, namun tidak pula sepenuhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada kemungkinan
untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain selain dari apa
yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182
Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk melengkapi
alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) di muka
persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (suppletoir)
yang telah diucapkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan
menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai
pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa dari Keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan
fakta-fakta yang pada pokoknya:
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon | dengan Pemohon Il adalah suami-

istri, menikah pada tanggal 27 Desember 1981, Kelurahan Ujuna, Kecamatan
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menikah berstatus jejaka dengan perawan, para pemohon tidak ada hubungan

sebagai mahram dan tidak pernah sesusuan, dan atas pernikahan tersebut
tidak ada pihak yang merasa keberatan.

- Bahwa kedua orang saksi pula mengetahui pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat
tinggalnya, sehingga pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk
keperluan pengurusan dokumen-dokumen penting.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, dianggap
telah mendukung seluruh dalil permohonan para pemohon, sehingga secara
materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan
sebagai alat bukti yang menguatkan permohonan para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon,
dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah ditemukan
fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il adalah suami-istri, yang menikah
pada tanggal 27 Desember 1981 di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat,
Kota Palu;.

- Bahwa wali nikah pada pemikahan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah
ayah kandung Pemohon Il bernama Tadjang, menikah secara Syariat Islam,
dinikahkan Imam masjid bernama Abdul Halim, Saksi Nikah bemama H.
Rahim dan Laoke;, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,00
(seratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah menikah, Pemohon | dengan Pemohon Il telah hidup rukun,
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Pemohon | dan Pemohon Il tidak terdapat
menurut hukum/Syariat Islam untuk melangsungkan

karena hubungan semenda atau sesusuan, dan atas

- Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tidak terdaftar pada
KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para pemohon.

- Bahwa para pemohon mengajukan pemohonan Isbat Nikah karena tidak
memiliki buku Nikah, sementara Buku Nikah bagi para pemohon sangat
dibutuhkan untuk kepastian hukum dan adanya hubungan hukum yang sah
antara pemohon | dan pemohon I, yakni sebagai suami-istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil
permohonan para pemohon telah terbukti, dan selanjutnya pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon Il dianggap telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan
sebagaimana ketentuan Pasal 14, Pasal 20, 24, 28 dan 30 Kompilasi Hukum
Islam Tahun 1991, dan pernikahan tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 8
sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan,
serta tidak bertentangan dengan Pasal 39 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun
1991 tentang larangan pernikahan.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau
setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya Akta Nikah yang dibuat
dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat
dibuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke
Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3)
huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yakni perkawinan yang dilakukan
oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan pemohonan pengesahan
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dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada para

Pemohon diwajibkan dan akan diperintahkan untuk melaporkan perkawinannya
yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama Palu tersebut kepada Pegawai
pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon berdomisili di wilayah
Kecamatan Ulujadi, maka yang berwewenang mencatat pernikahan para
Pemohon tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Ulujadi, Kota Palu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
muka, maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan
menyatakan perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il yang dilaksanakan pada
27 Desember 1981, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, adalah
sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun
2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka
seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan yang

berlaku serta hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
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g¢Camatan Palu Barat, Kota Palu;
Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
A Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi, Kota Palu.

epada para Pemohon untuk membayar biaya per-kara

Palu pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 Masehi, bertepatan tanggal 11
Jumadiakhir 1441 Hijriah, oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir.
dan Drs. H. Amiruddin, M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga
penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
bersama Hakim Anggota, didampingi oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag, M.H.

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota : Ketua Majelis,

Drs. H. M. Natsir Drs. Muh. Arsyad

Drs. H. Amiruddin, M.H
Panitera Pengganti,

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- ATK Perkara :Rp 60.000,00
- Panggilan :Rp 160.000,00
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Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu

Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.
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